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71.U /91Z (OukcaM Yth. Kepala Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil
Kota Bukittinggi

di

:Penerbitan Akta Kematian
Untuk Kematian yang Sudah
Lama Terjadi. Bukittinggi

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 470.3/311/Dukcapil-

XI11/2017 tanggal 6 Desember 2017 hal sebagaimana dimaksud pada
pokok surat, yang intinya menanyakan mengenai pencatatan kematian
bagi penduduk yang kematiaannya sudah lama sekali terjadi, dengan
hormat disampaikan penjelasan sebagai berikut:

1 Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan
Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25
Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap
kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili,
untuk diterbitkan kutipan akta kematian. Pencatatan/penerbitan kutipan
kematian dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu surat keterangan
kematian dari kepala desa/lurah dan/atau dari dokter/paramedis atau
salinan penetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak
diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi Kartu Keluarga.

. Berdasarkan angka 1 tersebut di atas dan dikaitkan dengan

pertanyaan Saudara, diberikan penjelasan bahwa terhadap pelaporan
pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut (tahun
1961) serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan
database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan
berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk
memastikan kebenaran data kematian tersebut.

Demikian untuk dipedomani dalam pelaksanaannya.
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